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<p>Latar belakang permasal ahan yaitu kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi fenomena sosia yang
sering terjadi disemua lapisan masyarakat, bisa dialami oleh siapa saja, namun tidak bisa dipungkiri bahwa
korban kekerasan terbesar adalah menimpa pada perempuan, hampir setiap hari dapat dibaca, didengar dan
dilihat di media massa mengenai peristiwa-peristiwa kekerasan dalam rumah tangga. Polri sesuai dengan
Pasal 13, UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI salah satu tugas pokoknya adalah penegakan hukum,
organisasi Polri padatingkat Polres yang melaksanakan penegakan hukum kasus tindak kekerasan dalam
rumah tangga adalah fungsi Reskrim sampai dengan berkas lengkap, kasus tindak kekerasan dalam rumah
tangga dilimpahkan ke JPU hingga proses sidang di Pengadilan dan mendapatkan vonis. <p>Perumusan
masal ah yang akan penulis kupas yaitu bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Balikpapan,
dengan sub permasalahan yaitu mengapa terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, apakah
penanganan yang dilakukan penyidik Sat Reskrim Polresta Balikpapan proses secara tuntas, faktor-faktor
yang mempengaruhi proses penegakan hukum KDRT. <p>Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif
dilaksanakan di Polresta Balikpapan dan dalam pel aksanaannya menggunakan metode studi kasus dan
metode penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan kenyataan, keadaan obyek
atau masalah yaitu penegakan hukum TPKDRT, dengan tujuan memperoleh kejelasan tentang

permasal ahan, melalui wawancara, pemeriksaan dokumen yang ada kaitan dengan permasalahan. <p>Hasi|
penelitian yang penulis temukan adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya TPKDRT, hanya
sedikit perkara KDRT yang prosesnya tuntas sampai dilimpahkan ke JPU dan proses sidang, terdapat
beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum TPKDRT. <p>Pembahasan terhadap
hash temuan dianalisis dengan menggunakan data pustaka, berbagai pendapat, teori dan konsep yang
dianggap relevan untuk menjawab permasal ahan hasilnya kemudian membuat kesimpulan. Kesimpulan
yang dibuat, selanjutnya Penulis membuat rekomendasi antara lain, revisi terhadap pasal 44 UU TPKDRT,
banyaknya perkara harus sebanding dengan jumlah personil, perkara bukan delik aduan proses lanjut.
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